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BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

1.

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara



16.

17.

18.

19.

20.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2 011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan



39.

40.

41.

42.

43.

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor S5 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lem baran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2018 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah



Menetapkan

44,

45.

46.

47

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2018 Nomor 15);

. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun

2019 tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp. 3.040.613.060.446,00

2. Berkurang Rp. 29.220.051.542,30
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 3.011.393.008.903,70

b. Belanja Daerah
1. Semula Rp. 3.128.640.309.463,00

2. Bertambah Rp. 206.249.960.806,42
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 3.334.890.270.269,42

Defisit setelah perubahan Rp. 323.497.261.365,72

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 88.027.249.017,00
2) Bertambah Rp. 273.970.012.348,72

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 361.997.261.365,72

2. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 38.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 38.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 323.497.261.365,72

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah

perubahan nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 909.905.279.886,00
2. Bertambah Rp. 14.067.795.633,70

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 923.973.075.519,70

b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 1.499.740.660.560,00
2. Berkurang Rp. 45.918.229.596,00



C.

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp. 1.453.822.430.964,00

Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 630.967.120.000,00

2. Bertambah Rp. 2.630.382.420,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah

perubahan Rp. 633.597.502.420,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a.

b.

Pajak Daerah

1. Semula Rp. 578.612.744.000,00

2. Bertambah Rp. 8.087.256.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp. 586.700.000.000,00

Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 81.041.000.000,00

2. Bertambah Rp. 927.883.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 81.968.883.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 12.692.300.000,00

2. Berkurang Rp. 1.897.099.846,30

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.795.200.153,70
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 237.559.235.886,00

2. Bertambah Rp. 6.949.756.480,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah perubahan Rp. 244.508.992.366,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 182.358.623.150,00

2. Berkurang Rp. 1.607.641.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak
setelah perubahan Rp. 180.750.982.150,00

b. Dana Alokasi Umum



1. Semula Rp. 963.136.830.000,00
2. Berkurang Rp. 4.811.794.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp. 958.325.036.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 354.245.207.410,00
2. Berkurang Rp. 39.498.794.596,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 314.746.412.814,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
Pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp. 61.081.600.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan
Rp. 61.081.600.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1. Semula Rp. 231.455.000.000,00
2. Bertambah Rp. 659.616.920,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah
perubahan Rp. 232.114.616.920,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 323.214.720.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan  Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp. 323.214.720.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 15.215.800.000,00
2. Bertambah Rp. 1.970.765.500,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp. 17.186.565.500,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung



1. Semula Rp. 1.684.017.799.660,00

2. Bertambah Rp. 23.876.624.189,96
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp. 1.707.894.423.849,96

Belanja Langsung

1. Semula Rp. 1.444.622.509.803,00

2. Bertambah Rp. 182.373.336.616,46
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 1.626.995.846.419,46

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a.

Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 864.377.694.160,00

2. Berkurang Rp. 7.041.704.010,04

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 857.335.990.149,96

Belanja Hibah

1. Semula Rp. 204.316.697.000,00

2. Bertambah Rp. 8.832.570.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 213.149.267.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 30.457.700.000,00

2. Bertambah Rp. 2.755.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 33.212.700.000,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 65.965.375.000,00

2. Bertambah Rp. 901.513.300,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
setelah perubahan Rp. 66.866.888.300,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1. Semula Rp. 517.400.333.500,00

2. Bertambah Rp. 18.429.244.900,00



(3)

(1)

(2)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

setelah perubahan Rp. 535.829.578.400,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 1.500.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 93.226.918.166,62
2. Bertambah Rp. 5.511.796.962,68
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.
98.738.715.129,30
b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 789.954.859.171,23
2. Bertambah Rp. 85.851.281.948,35
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 875.806.141.119,58
c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 561.440.732.465,15
2. Bertambah Rp. 91.010.257.705,43
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 652.450.990.170,58

Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c angka 1 terdiri dari jenis Pembiayaan :
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp. 88.027.249.017,00

2. Bertambah Rp. 273.970.012.348,72

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah
perubahan Rp. 361.997.261.365,72

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 38.500.000.000,00



Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
setelah perubahan Rp. 38.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ringkasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai
Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun
Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 30 September 2019

BUPATI GRESIK,
Ttd.
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.
Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 290-4/2019



